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PUTUSAN
Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Ngw
2T ;
TSl )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7210125203840001, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat
tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  OXOOOKXKXXXXX,  XXXXXXXXX — XXXXX;  Sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX X, XX XXX XX XXX, XXXX
XXXXXX,  XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Sulawesi
Tengah Akan tetapi saat ini tidak diketahui yang jelas dan pasti
alamatnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti

di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2024

yang didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Ngawi,
Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 29 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxX Kabupaten Donggala,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/15/VI11/2004,
tertanggal 26 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat (Sulawesi Tengah), kemudian pada 2021 pindah
ke rumah orang tua Pengggat (Ngawi) dan sudah di karuniai 3 anak yang
bernama :
- DWI AGUNG PRASETYO, Laki-Laki, Lahir di Potoya 25 Mei 2008,
usia 16 tahun, SLTP/Sederajat;
- NUR AINI, Perempuan, Lahir di Potoya 11 Desember 2011, usia 12
tahun, SD;
- AGUNG PRASETYO, Laki-Laki, Lahir di Potoya 10 Februari 2017,
usia 7 tahun, SD;
Yang sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja dan seijin dari
Penggugat;
- kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun. Selama
kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah
menghubungi Penggugat lagi;
4, Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak
pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan
Surat Keterangan Nomor: 145/194/set-des/V/2024 yang dikeluarkan oleh
Kantor XxxXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Sulawesi
Tengah tertanggal 21 Mei 2024;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan Berita Acara
Relaas Panggilan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 30 Mei 2024 dan
tanggal 01 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
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A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

7210125203840001 tanggal 22 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX. Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-
nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Dolo XXXXXXXXX XxXX Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 233/15/VI11/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-
nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Patoya XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXX Provinsi Sulawesi Tengah nomor 145/194/set-des/\V/2024
tanggal 21 Mei 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX

XXXXXX, bertempat tinggal di xxXxxxxxxx xxxxX, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah KUA Dolo XxxxXxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi
Tengah;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal
bersama di kediaman orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal
dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yang bernama 1. Dwi Agung Prasetyo, dan 2. Nur Aini, 3. Agung

Prasetyo;

HIm.4 dari 13 him. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan
harmonis serta mulai goyah;

- Bahwa setahu saksi karena Tergugat tidak dapat mencukupi
kebutuhan rumah tangga kemudian pamit kerja, tetapi hingga
sekarang tidak ada kabarnya dan sejak itu Tergugat tidak diketahui
alamat dan tempat tinggalnya dan Penggugat sudah berusaha
mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pergi, Tergugat tidak pernah
kirim kabar dan atau nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak diketahui dimana
keberadaanndan baik Penggugat maupun keluarganya sudah
berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat ntuk
bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama ..., pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal
bersama di kediaman orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal
dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama 1. Dwi Agung Prasetyo, 2. Nur Aini,
3. Agung Prasetyo;

- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup
rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan
harmonis, serta mulai goyabh;
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- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa setahu saksi, selama pergi, Tergugat tidak pernah kirim kabar
dan atau nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu
Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dan baik
Penggugat maupun keluarganya sudah mencari keberadaannya
tetapi tidak berhasil menemukannya,;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah ada upaya menasehati
Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
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mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam
gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan, akan tetapi kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah
dengan alasan ingin bekerja, yang pada puncaknya sampai gugatan ini
diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih 2 (dua) tahun dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Juli 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
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tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti
yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 22 Juli 2004 di KUA Dolo xxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dwi Agung Prasetyo,
laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun (sekarang tinggal bersama
Penggugat) dan Nur Aini, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun (sekarang
tinggal bersama Penggugat) dan Agung Prasetyo, laki-laki, umur 7 (tujuh)
tahun (sekarang tinggal bersama Penggugat), dimana ketiga anak tersebut
sekarang tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan sudah tidak
harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama
itu sudah tidak pernah pulang, kirim nafkah dan kabar beritanya serta tidak
diketahui tempat tinggalnya;

3. Bahwa sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat agar rukun
kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas,
selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap
Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
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salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari rumusan fakta hukum di atas dan dikaitkan
dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta dengan terbukti tidak ada indikasi
untuk kembali dan semenjak Tergugat pergi tersebut tidak pernah memberi atau
mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada barang atau harta
yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat selama ini, maka fakta tersebut
telah menjadikan cukup alasan bagi Penggugat melakukan perceraian dengan
Tergugat di Pengadilan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan cerai dari Penggugat tersebut
telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum alasan perceraian yang diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu petitum angka 2
surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka
berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut
dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah
terbukti dan berdasar hukum, sedangkan telah ternyata Tergugat tidak pernah
hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Mejelis

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang meminta agar gugatannya
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dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan
dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang didahului dengan diktum
Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan
doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz Il halaman 55 — yang telah diambil alih
sebagai pendapat Majelis — yang berbunyi sebagai berikut:

T Al gl (Shla) gl gDyl Jp
codlll . !

Artinya: "Apabila dia (Tergugat/Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib,
maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi”;
Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248 yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti-
bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau
berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang
kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu
lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat,
kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat”;
Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul
Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:
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Artinya: “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak

satu ba'in”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis
Hakim menyimpulkan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana termuat
dalam petitum angka 2 surat gugatannya yang telah dijawab di atas adalah
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal
6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Lusiana Mahmudabh, S.H.l., M.H.
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Norhadi, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi Lusiana Mahmudah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan & Pemberitahuan Rp 30.000,00
c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp  100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan Rp  470.000,00
4. Biaya Sumpah Rp  100.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp  750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
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